BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI BALANGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa:

bahwa agar pelaksanaan pembangunan di Desa,
dapat berjalan dengan baik, dan sesuai peraturan
perundang-undangan, dipandang perlu menetapkan
Pedoman Pengelolaan Keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4265);
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
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Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PELAKSANAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

i
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan  Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Balangan.

Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
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adalah lembaga vyang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,
dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan
nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa,
Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan
kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan
oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan Desa.

Pembangunan  Partisipatif adalah suatu sistem  pengelolaan
pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan
oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan,
dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian
dan keadilan sosial.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,
serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, Kkegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi
masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan
data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan
berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamika masyarakat Desa.

Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan,
Sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan
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teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat
RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka
waktu 6 (enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah
penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi
bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan
diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten
melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat
dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli
Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat,

Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan
fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang
tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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BAB II
PERENCANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Kepala Desa mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang
dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan

b. pembangunan sektoral dan Daerah yang masuk ke Desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa yang berskala lokal sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola Desa,
kerjasama antar Desa dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga.

Kepala Desa mengkoordinasikan persiapan dan  pelaksanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak
ditetapkan APB Desa.

Pasal 3

Pembangunan Desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau
program Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah
Kabupaten.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan
pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah diintegrasikan ke
dalam pembangunan Desa, program sektor dan/atau program Daerah di
Desa dicatat dalam APB Desa.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan
pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah didelegasikan
kepada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.

Pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa
vang diselenggarakan oleh BPD.
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Dalam hal pembahasan dalam musyawarah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak menyepakati teknis pelaksanaan program
sektor dan/atau program Daerah, Kepala Desa dapat mengajukan
keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati,
disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.

Kepala Desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) kepada Bupati melalui camat.

Pasal 4

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan program sektor dan/atau
program Daerah yang didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.

Pelaksanaan program sektor dan/atau program Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Desa dan/atau unsur
masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Pasal 5

Tahapan persiapan meliputi:

a.

o
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penetapan pelaksana kegiatan;
penyusunan rencana kerja;
sosialisasi kegiatan;

pembekalan pelaksana kegiatan;
penyiapan dokumen administrasi;

pengadaan tenaga Kerja; dan

g. pengadaan bahan/material.

(1)

(2)

(3)

#

Pasal 6

Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum
dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala
Desa.

Dalam hal pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili

keluar Desa, dan/atau dikenai sanksi pidana, Kepala Desa dapat
mengubah pelaksana kegiatan.

L
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Pasal 7

Pelaksana kegiatan bertugas membantu Kepala Desa dalam tahapan
persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

(1) Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa.

(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat antara
lain:

a.

@ e a0 o

uraian kegiatan;
biaya;

waktu pelaksanaan;
lokasi;

kelompok sasaran;
tenaga kerja; dan

daftar pelaksana kegiatan.

(3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam
format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

Pasal 9

(1) Kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan
rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara lain
melalui:

a.

o

O ¢ . T

musyawarah pelaksanaan kegiatan desa;
musyawarah dusun;

musyawarah kelompok;

sistem informasi Desa berbasis website:
papan informasi desa; dan

media lain sesuai kondisi Desa.

ol
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Pasal 10

Kepala Desa mengkoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di
Desa.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten
melaksanakan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pelaksanaan pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan melaksanakan bimbingan teknis.

Peserta bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara
lain meliputi:

a. Kepala Desa;

=

Perangkat Desa;

Badan Permusyawaratan Desa;
pelaksana kegiatan;

panitia pengadaan barang dan jasa;

kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan

® ™0 Q0

lembaga pemberdayaan masyarakat.
Pasal 11

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, antara lain:
a. pengelolaan keuangan Desa;
b. penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan

c. pembangunan Desa.

Kegiatan pembekalan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain teknis administrasi
pengelolaan keuangan dan teknis penyusunan dokumen
pertanggungjawaban keuangan.

Kegiatan pembekalan penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain teknis administrasi
kesekretariatan, pendataan, penetapan dan penegasan batas Desa.

Kegiatan pembekalan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c seperti pendayagunaan teknologi tepat guna dalam
pengelolaan sumber daya lokal, mekanisme pengadaan barang dan jasa,
penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan informasi
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Desa.

Pasal 12

(1) Pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi
kegiatan.

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam
melakukan penyiapan dokumen berkoordinasi dengan Kepala Desa.

(3) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
kurangnya meliputi:

a.
. dokumen APB Desa;

. dokumen administrasi keuangan;

o R < P < G © &

dokumen RKP Desa beserta lampiran;

. dokumentasi foto/gambar sebelum kegiatan pembangunan dilakukan;

. daftar masyarakat penerima manfaat;

pernyataan  kesanggupan  pelaksana kegiatan menyelesaikan
pekerjaan;

. penylapan dokumen peralihan hak melalui hibah dari warga

masyarakat kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa
sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa;

. penyiapan dokumen jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa

atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;

. penyiapan dokumen pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat

untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa;

. penyiapan dokumen pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi

dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
Desa;dan

.laporan hasil analisis sederhana perihal dampak sosial dan

lingkungan.

Bagian Ketiga
Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material

Pasal 13

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta
mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
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Pasal 14

Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada di
Desa sekurang-kurangnya melakukan:

a. pendataan kebutuhan tenaga kerja;
b. pendaftaran calon tenaga kerja;

c. pembentukan kelompok kerja;

d. pembagian jadwal kerja; dan,;

e. pembayaran upah dan/atau honor.

Besaran upah dan/atau honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, sesuai dengan perhitungan besaran upah dan/atau honor yang
tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 15

Pelaksana kegiatan mendayagunakan sumber daya alam yang ada di
Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

a. pendataan kebutuhan material/bahan yang diperlukan;
b. penentuan material/bahan yang disediakan dari Desa; dan

c¢. menentukan cara pengadaan material/bahan.

Besaran harga material/bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan perhitungan harga yang tercantum di dalam RKP Desa
yang ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 16

Pelaksana kegiatan mendayagunakan swadaya dan gotong royong
masyarakat Desa, sekurang-kurangnya melakukan:

a. penghimpunan dan pencatatan dana swadaya masyarakat,
sumbangan dari pihak ketiga, dan tenaga sukarela dari unsur
masyarakat;

b. pendataan sumbangan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga yang
berbentuk barang;

¢. pendataan hibah dari masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga;
d. pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan

e. penetapan jadwal kerja.
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(2) Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela

(1)

(2)

(1)

(3)

(4)

(1)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya sesuai dengan
rencana yang tercantum di dalam RKP Desa yang ditetapkan dalam APB
Desa.

Pasal 17

Kepala Desa menjamin pelaksanaan swadaya dan gotong royong
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, sekurang-
kurangnya mengadministrasikan dokumen:

a. pernyataan pemberian hibah dari warga masyarakat Desa dan/atau
pihak ketiga kepada Desa atas lahan/tanah yang menjadi aset Desa
sebagai dampak kegiatan pembangunan Desa dan diikuti dengan
proses pembuatan akta hibah oleh kepala Desa;

b. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat Desa dan/atau
pihak ketiga untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan
Desa.

Pembiayaan akta hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a
dilakukan melalui APB Desa.

Pasal 18

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa dilakukan tanpa merugikan
hak orang lain atas aset lahan/tanah, bangunan pribadi dan/atau
tanaman yang terkena dampak kegiatan pembangunan Desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan dengan cara:

a. peralihan hak kepemilikan atas lahan/tanah melalui jual beli; dan

b. pemberian ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman.

Pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak-hak orang
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui APB Desa.

Penentuan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan
sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya
dan gotong royong masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
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melalui mekanisme pembangunan Desa secara swakelola.

(2) Dalam hal mekanisme swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dapat dilakukan oleh Kepala Desa, diselenggarakan pengadaan
barang dan/atau jasa.

(3) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang pengadaan barang dan atau jasa di Desa.

Bagian Keempat
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 20

Kepala Desa mengkoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang
sekurang-kurangnya meliputi:

a. rapat kerja dengan pelaksana kegiatan;

b. pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
d

. pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;

o

penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;

musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka
pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan

g. pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.
Pasal 21

(1) Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam
rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan
pelaksana kegiatan kepada Kepala Desa.

(3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan dana
Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Pasal 22

(1) Rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, membahas antara
lain:

E




(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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perkembangan pelaksanaan kegiatan;
pengaduan masyarakat;

masalah, kendala dan hambatan,;

o oo

target kegiatan pada tahapan selanjutnya; dan

e. perubahan kegiatan.

Kepala Desa dapat menambahkan agenda pembahasan rapat kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Kkondisi
perkembangan pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa

Pasal 23

Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan
tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh
tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan
dokumen RKP Desa.

Dalam rangka penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal
dari masyarakat Desa.

Dalam hal tidak tersedia tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Desa meminta bantuan kepada Bupati melalui camat perihal
kebutuhan tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur yang dapat
berasal Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi
pekerjaan umum dan/atau tenaga pendamping profesional.

Pasal 24

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan
cara memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 3
(tiga) tahap meliputi:

a. tahap pertama: penilaian dan pemeriksaan terhadap 40% (empat
puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan;

b.tahap kedua: penilaian dan pemeriksaan terhadap 80% (delapan

)
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puluh per seratus) dari keseluruhan target kegiatan; dan

c. tahap ketiga: penilaian dan pemeriksaan terhadap 100% (seratus per
seratus) dari keseluruhan target kegiatan.

(3) Pemeriksa melaporkan kepada Kepala Desa perihal hasil pemeriksaan
pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi
bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Desa.

Bagian Keenam
Perubahan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 25

Bupati menetapkan kejadian khusus yang berdampak pada perubahan
pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa dalam hal terjadi:

a. kenaikan harga yang tidak wajar;
b. kelangkaan bahan material; dan/atau

c. terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir
dan/atau kerusuhan sosial.

Pasal 26

(1) Kepala Desa mengkoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan
pembangunan di Desa.

(2) Perubahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
dengan ketentuan:

a. penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB
Desa dilakukan melalui:

1. swadaya masyarakat,
2. bantuan pihak ketiga, dan/atau

3. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau
Pemerintah Kabupaten.

b. tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan
c. tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan
disetujui oleh Kepala Desa.

(3) Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan dalam hal
pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud

t K
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(1)

(3)

(4)

()

(1)

(3)
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pada ayat (2).
Pasal 27

Kepala Desa memimpin rapat kerja untuk membahas dan menyepakati
perubahan pelaksanaan kegiatan.

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan
dalam berita acara.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri perubahan
gambar desain dan perubahan rencana anggaran biaya dalam hal terjadi
perubahan pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan infrastruktur
Desa.

Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi
Kepala Desa menetapkan perubahan pelaksanaan kegiatan.

Perubahan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 28

Kepala Desa mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat
dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan
Desa.

Koordinasi penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian
masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya
meliputi kegiatan:

a. penyediaan kotak pengaduan masyarakat;

b. pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan masyarakat;

C. peénetapan status masalah; dan

d. penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian masalah.
Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor;

b. mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;

¢. menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan

£




(4)

(5)

penyelesaian masalah;
d. melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
€. mengadministrasikan bukti pengaduan dan penyelesaian masalah.
Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara mandiri oleh Desa berdasarkan kearifan lokal dan upaya
perdamaian melalui musyawarah Desa.

Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
menyepakati masalah dinyatakan selesai, hasil kesepakatan dituangkan
dalam berita acara musyawarah desa.

Bagian Kedelapan
Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 29

(1) Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan

(2)

(3)

(1)

(2)

kegiatan kepada Kepala Desa.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan
dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan.

Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun
berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang
diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 30

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dituangkan dalam
format laporan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri
dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang
sekurang-kurangnya meliputi:

a. realisasi biaya beserta lampiran bukti-bukti pembayaran;

b. foto kegiatan infrastruktur Desa kondisi 0%, 40%, 80% dan 100% yang
diambil dari sudut pengambilan yang sama;

c. foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja dan/atau melakukan
kegiatan secara beramai-ramai:

d.foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan
pembangunan Desa;

e. foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada

1" Zﬁ”/ /3
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(4)
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tenaga kerja kegiatan pembangunan Desa; dan
f. gambar purna laksana untuk pembangunan infrastruktur Desa.

Kepala desa menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa
berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Bagian Kesembilan
Musyawarah Desa dalam rangka Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pasal 31

Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa
dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun
anggaran berikutnya.

Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

a. menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kepada Kepala
Desa; dan

b. menyerahkan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diterima kepala Desa
dengan disaksikan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur
masyarakat Desa.

Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa
tentang laporan pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan laporan
akhir pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 32

Masyarakat desa berpartisipasi menanggapi laporan pelaksanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).

Tanggapan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan memberikan masukan kepada Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, pelaksana kegiatan dan
masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan
masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan

£




(1)

(4)

(5)

(1)
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dalam berita acara.

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan
perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan
musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kesepuluh
Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 33

Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan Desa dilaksanakan
dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan
Desa.

Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan dengan cara:

a.melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu
dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;

b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan
pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan

c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan
kegiatan pembangunan Desa.

Ketentuan pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Kepala Desa membentuk kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil
kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pembentukan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan
dengan keputusan Kepala Desa.

Bagian Kesebelas
Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Pasal 34

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan
Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan melalui pengawasan dan pPe€mantauan penyelenggaraan
pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara

3




(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)
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partisipatif oleh masyarakat Desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan
Pembangunan Desa.

Hasil pengawasan dan pemantauan pembangunan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa
dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 35

Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada
tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan
pembangunan Desa.

Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.

Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau
jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan
administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah,
dan kualitas hasil kegiatan pembangunan Desa.

Hasil pemantauan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dituangkan dalam format hasil pemantauan pembangunan Desa.

Pasal 36

Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
Desa bersama instansi/SKPD terkait melakukan pemantauan dan
pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa dengan
cara:

a. memantau dan mengawasi jadwal perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan Desa;

b. menerima, mempelajari dan memberikan umpan balik terhadap
laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;

¢. mengevaluasi perkembangan dan kemajuan kegiatan pembangunan
Desa; dan

d. memberikan bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa.
Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai akibat
ketidakmampuan dan/atau kelalaian Pemerintah Desa, Bupati
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melakukan:
a. menerbitkan surat peringatan kepada Kepala Desa;

b. membina dan mendampingi pemerintah Desa dalam hal mempercepat
perencanaan pembangunan Desa untuk memastikan APB Desa
ditetapkan 31 Desember tahun berjalan; dan

c. membina dan mendampingi Pemerintah Desa dalam hal mempercepat
pelaksanaan pembangunan Desa untuk memastikan penyerapan APB
Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Kegiatan dan format pembangunan Desa tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Balangan.

Ditetapkan di Paringin

pada tanggal ‘19 Juni 2015

UPATI BALANGAN, /.

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 19 Juni 2015

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR 29




[. FORMAT RENCANA KEGIATAN DESA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI

RENCANA KERJA KEGIATAN DESA

TAHUN : ........

Bidang/ Jenis Kegiatan

Bidang

Sub Bidang

Jenis Kegiatan

Lokasi

Volume

Satuan

Biaya

Sasaran

Waktu Pelaksanaan

Jumlah

laki-
laki

Pere
mpu

Durasi | Mulai

RTM

Selesai

Pelaksana
Kegiatan

Penyelenggaraan
1 |Pemerintahan
Desa

caEoTp

Jumlah Per Bidang 1

Pembangunan
Desa

gp

d.

Jumlah Per Bidang 2

Pembinaan
Kemasyarakatan

a.
b.

Jumlah Per Bidang 3

Pemberdayaan
Masyarakat

Jumlah Per Bidang 4

JUMLAH TOTAL

Menyetujui
Kepala Desa

- o)

trmrssssran

. R ..ony Tanggal..
Pelaksana Kegiatan..........




CEKLIS MATERI KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Desa
Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
MEDIA SOSIALISASI
, ) . TIDAK Sistem| Papan :
No Materi yang disampaikan ADA ADA |Musyawa | Infor- | Infor- ile}fla?
rah masi | masi Doesa
Desa | Desa
1 Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)
|Desa

_3_|Rencana kerja kegiatan Desa

..............................

.........

.....

Mengetahui, Pelaksana Kegiatan ...........................

Kepala Desa

T




CEKLIS MATERI PEMBEKALAN DAN/ ATAU PELATIHAN
PELAKSANAAN KEGIATAN DESA

.......................................................................................................................................

.................................................................................................................

Materi yang disampaikan | ADA T;?)‘“;K NARASUMBER
Administrasi pengelolaan
])‘ﬂ: ﬂﬂﬂﬂﬂﬂ
Mekanisme pengadaan barang d
Pendayagunaan sumber daya
alam lokal dan bahan materi
Penyusunan dokumen
pertanggungjawaban keuangan
Penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan
 5: - I ; RN sy cningyunas
Pelalksana Kepiatan ......ccivmsaseasisss
Ketua
P, R NG S )

t K




Kegiatan

CEKLIS DOKUMEN ADMINISTRASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Desa
Kecamatan

Kabupaten/Kota:
Provinsi

No

Uraian Dokumen

TIDAK

ADA KETERANGAN

ADA

1

Dokumen RKP Desa

Lampiran dokumen RKP Desa

Dokumen APB Desa

Buku administrasi keuangan

Dokumentasi foto sebelum kegiatan
pnembangunan dimulai

Daftar masyarakat pemanfaat

SN |l | AWM

Pernyataan kesanggupan pelaksana
kegiatan menyelesaikan pekerjaan

Dokumen peralihan hak (hibah lahan/
tanah)

Dokumen peralihan hak melalui jual beli

10

Dokumen penyelesaian ganti rugi
(bangunan, tanaman)

11

Dokumen pernyataan tidak menuntut
ganti rugi (bangunan, tanaman)

12

Laporan analisis dampak sosial dan
lingkungan

13

Mengetahui,
Kepala Desa

.............................

Ketua




s - e ) (- A : sy
B9y Bsa(] ereday
B T Y aummwux ._wﬂamuﬂ-wﬂm-.& -MH..—,P—.H*HUMHH@E
sess Canes Coone —mmw,ﬁ—.ﬂwu Cesssvsssssnsssarannss .ﬁn\-m.'ue
L] = [ i q 3 J 2 p o q )
uel
Buig) | GO | @uvio) | @uvio) | Buvio) | e
yeunp elinjod | Jueyny | IopueW | NYLVIOHEM
edeua], * ; i .
; NyvnveTas| Vs HWNTOA NV.LYIOE SINH oN
Head NLIVM
VA3 VOVNEL NVHNLOES HY TN
e S
.................... el0y /umedngey
_________________________________ ue)euresy]
: ES9(]

VIrHY VOVNILL NVHALAEEN NVV.LVANTD




DAFTAR CALON TENAGA KERJA

Desa
Kecamatan :
Kabupaten/Ko:
Provinsi A OV
Data Pribadi Tenda tengan, /
No Umur cap jempol
; Nama Alamat
Urut (Th) Ll p R‘;' jari Kiri
1 1 2
> [ 001
3 L L L3 *
4
5 L_JL_J|5 6
6 [ ]
7 L 7 8
8 1]
) | 9 10
I 10 l
11 ] 11 12
12 l
13 |[13 14
14 l
15 | ||15 16

19 || 19 20

21 | 22
22 [ [ L]
| 23 || 23 24
| = |
21 | 21 22
22 | IL
21 Il 21 22
22 |
25 Il 25 26
26
Jumlah
Keterangan BIESE waessas o tanggal ..., ..., ....
E Laki-laki Mengetahui, PelakSana KEGIRtAD <o vt
| Perempuan Kepala Desa Ketua

A-RTM :  Anggota Rumah Tangga Miskin
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DAFTAR PERHITUNGAN HOK DAN PENERIMAAN INSENTIF DENGAN SISTEM UPAH BORONG

Nama Kelompok © ..voeeiiiiiiiici v ina s

Desa Jenis Kegiatan: 1 HOK Pekerja
Kecamatan : Pekerjaan 1 HOK Tukang
Kabupaten /Kota : Masa kerja tgl : s/d 1 HOK Ket.Klpk
Patok/Lokasi key : Velume dihasil : Upah borong/s: @
Kat i Asal B I tif : o
N A- Llp areson ::Sxardi?:reinmla Tanda tangan/Cap jempol kiri
No: RTM Peke | Tuka Ketk | 91 | s | YANE ; (tidak boleh diwakilkan)
da | ne | Ip | ds | ds | mMasing-masing
a b < d| e f g h i i K 1
1 2
1 (Ketua)
2
3 4
3
4
5 5 6
6
7 8
7
8
9 10
9
10
# 12
11
12
Jumlah =
Keterangan: i Jumlah HOK = k/harga 1 HOK
L : Laki-laki Pekerja Tukang Ketua Kelompok
R Persmphen HOK dihasilkan
ds : Desa
Tk : Tukang
dlm : Dalam
A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin
151 1 E , tanggal ... vy
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Kepala Desa Ketua




DAFTAR
KEBUTUHAN MATERIAL/ BAHAN

Tahun:
Desa i Kabupaten/Kota :
Kecamatan : - Provinsi
JUMLAH VOLUME
JENIS KEGIATAN &
SPESIFIKASI TEKNIS VOLUME Dari
No. Nama Balra_ng/ bahan MINIMAL KEBUTUHAN SAT daj‘“ Da#i luar CARA PENGADAAN
yang dibutuhkan am D&
Desa

1 |JENIS KEGIATAN -1: 1 ¥
N I e sSSP N IR NS

3 ................
. S
II T TIITOnTT e B
L_ l .................

e e T e e e e

4
11 [JENIS KEGIATAN-III

O () . Y L) e (SO (e m—. e ——

2

3 ............................................................
. | I S (S R GO, m——
Keterangan :

Desaiiiiisainsnaraivyg anggalacgeanaasg R
Mengetahui, 55
Kepala Desa Pelalcaaria Kegiafan ....ooocommrmisporisses
Ketua
( ) ( )




DAFTAR
REALISASI SWADAYA DANA

TARU. 5 cunrwmesrmensavnrasmnss
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN JENIS KEGIATAN
PROVINSI BULAN ..
NAMA PENYUMBANG / Kesanggupan ) Realisasi . Reallsa:m. . Reahsa.m‘ S./ d .
No. Swadaya ] bulan lalu Yo bulan ini Yo bulan ini Yo
RT/ RW/DUSUN
Rp. Rp. Rp. Bop
Total Jumlah Swadaya
Keterangan :
* Nilai Swadaya Masyarakat diisi sesuai swadaya yvang diberikan.
Besa:imiansmama stemggalcoaia REREG

Mengetahui,
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan .......occvevevvvvrnrenninnes

Ketua



enioy

sesssssssesatassintasasnsnans HHNH.WﬁMmaVM N:ﬂ.wv_.m_mun_

-...........,..:............—nmwm—.ﬂww Conmassnsnsns

SR T

UeIIqIP Fuek BABDEBMS 1BNSIS ISIP JeyRIBASB BABpEME Ynjuag

\

— .....o-:o..o....o.....-.c...-....................-

wvsoc] vreday
anyeladuapy

L ueduBIaay

eABpEMS UB[WN[ [B10],

- : : -d Tul upq % nref eAERpEMG
% i MMSQ 1t MMEH EEWM_HSQ mamuw_ﬁw Y% p/s wm uenq s [ uenq s | pyg | uednd Birereg
| p/ssesiea | sesieoy ISESI[BOY JoR.Ie], -esieRy] | -BsiEy | -Bsyeay guesoy |/ ww“wm AN /1N /Buequniusd vwoN "ON
yeidns depeyloa) eAepems refiu ueeinfesd gepump BABPEMS ISBSI[EY] UBD 19818 ], 2WN[0A
................ NVING ISNIAOX
HIVLVIDE SINUL NALVdNEV3I
........ NV.LVIVO
VsHd

e URL
DNVAVE /NVHVE VAVAVMS ISVSITVHY

HVLAYVA




ﬁ .......................................................... ‘ A ................................................ u
LB
................ Ji B R.E._mmmvu_ BUBSHR[I] BEI(] M:.Wn—uM
‘muyeaduay
............. ot Gy e pER (]
“ueNuaqIp dued ABpemS TRNSS ISUP JBNBIBASEN eAepems ynmusg .,  ueduelajay
_ gAepems R[N, @io],

. ; . F MOH
da d da da - OH NOH SIOH
rur uepng p/s r ugpng npef uemng vlupemg % | weqpse | TRUEMA | AELwemg elepems P —
uequNAU B ;
ISeSIeay] ISESTEIY ISESI[EIY de], ISeSITRON ISesIeay] isesiesy] | uednd Suesoay] M/ LA q o BUIRN oN
yedny depeyia], edepems ueeinod yepunp efepemg 1sesieay] wep 198z, aumjop
i NVINd ISNIAO
NVIVIDEN SINIP NALLVAOEY
___________ NV.ILVINVOHM
vsHaa

....................... s unyel
VIHRVNGS VOVNEHL ISVSTTVH
AVILAVA




FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

Kegiatan ...
Desa
Kecamatan i .
Kabupaten/ Kota
Tanggal
Pekerjaan yang diperiksa
Sketsa Gambar | JUMIah/ | Ukuran/ Dimensi P‘é‘;:ﬁ;; _
Jenis Pekerjaan e . Volume T Catatan Pemeriksaan
Yg dicapai Tidak [Sesuai |Tidak
Eencana
Bahan dan Alat yang Diperiksa
Volume Kualitas

Jenis Bahan dan Alat

Sesuai |Tidak |Sesuai [Tidak

Catatan Pemeriksaan

7 - R s Tanggal,........o, i
Mengetahui Pemeriksa
Kepala Desa
( ) (




Kegiatan

Desa

Kecamatan

Kabupaten/ Kota
Tanggal

Pekerjaan yang diperiksa

FORMAT PEMERIKSAAN KEGIATAN

Sketsa Gambar | JUmIah/ | Ukuran/ Dimensi Kualitas
Jenis Pekerjaan de B?Ikum & | volume S - Pekeriaan Catatan Pemeriksaan
an ren Yg dicapai esual  ITidak |[Sesuai |Tidak
Rencana

Bahan dan Alat yang Diperiksa

. Volume Kualitas .
Jenis Bahan dan Alat Sesual |Tidak |Sesuai [Tidak Catatan Pemeriksaan
Desanaanayy Tanggalcaananngninasnas
Mengetahui Pemeriksa
Kepala Desa
( ) ( )
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REALISASI BIAYA KEGIATAN

Tahun.............
Desa
Kecamatan ;-
Kabupaten ~  :
Provinsi Kegiatan
Volume
Dari Dari St Harga Jumlah APB| Jumlah Jumlah
URAIAN Dari Satuan Desa Sumber Lain| Swadaya
Total | APB |Sumber ey een n (Rp) (Rp) (Rp.) (Rp)
Desa Lain ’
1. BAHAN a b c d=abc | e E e BT T
1.3
1.2
1.3
1.4
1 [
Sub Total 1) | Rp - | Rp -| Rp
2. ALAT
e b
2.2
2.3
2. .
Sub Total 2) | Rp - | Rp - | Rp
3. UPAH
3.1
3.2
3.3
3. s
Sub Total 3) | Rp - | Rp - | Rp
Total Biaya Kegiatan Rp
Total Biaya Sumber Lain R
samber-Dana Total Biaza Swadaya Rg
Total Rp
Desa...... sbanggal. e
Menyetujui
Kepala Desa Pelak§ana KepIatats . emeseaisizimisio
Ketua

£ £
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PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
g b8 {0 G

Desa
Kecamatan
Kabupaten
Provinsi

Keterangan

" Kegi ] i t i E eE
No egiatan,/ Dokumen yang dipantau Ya Tidak sigeNaann hila Hdak)

1 |Penetapan Pelaksana Kegiatan

[Struktur pelaksana kegiatan mencerminkan unsur masvarakat

2 |Rencana Kerja Kegiatan Desa

Dokumen rencana kerja menggambarkan detail kegiatan dan biaya

3 |Sosialisasi Kegiatan Desa

Materi sosialisasi menjelaskan seluruh rencana kegiatan, pembiayaan
dan pelaksana kegiatan

4 |Pembekalan dan atau pelatihan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Desa

Materi pembekalan/pelatihan sesuai dengan kebutuhan kegiatan

Pemateri mampu menjelaskan materi pembekalan secara baik dan
mudah dipahami

S _|Pendataan kebutuhan tenaga kerja

Informasi kebutuhan tenaga kerja disebarluaskan kepada sebagaian
besar masyarakat

6 |Pendaftaran calon tenaga kerja

Calon tenaga kerja mendayvagunakan sumber daya setempat

|Calon tenaga keria sebagian besar berasal dari RTM

7 |Pembavaran upah

Pembayaran upah dilakukan sesuai dengan kesepakatan vang
diperjaniikan

Pembayaran upah dilakukan secara transparan sesuai dengan vang

8 |Pendavagunaan sumber daya alam yang ada di Desa

Mengutamakan penggunaan bahan material lokal

Pemanfaatan sumber dava alam tidak merusak lingkungan

9 |Realisasi Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga

Swadaya dalam bentuk uang, bahan dan tenaga terealisasi sesuai
rencana

10 |Dokumen Hibah tanah dari masvarakat

Persetujuan penghibahan tanah,/lahan telah disetujui ahli waris

Keputusan hibah tanah/lahan telah melalui proses musyawarah desa

11 |Dokumen pernyataan masyarakat tidak menuntut ganti rugi

Pernyataan tidak menuntut ganti rugi sudah dilakukan melalui

musvawarah masvarakat
12 |Pembahasan pengaduan masvarakat

|Pengadua.n masvarakat diproses, ditangani dan diselesaikan

13 |Laporan masalah, kendala dan hambatan

Masalah kendala dan hambatan dalam pelaksanaan, telah
ditindaklanijuti dan diselesaikan

14 |Perubahan pekerjaan

Perubahan pekerjaan telah dibahas dan disepakati pelaksana kegiatan
bersama masvarakat

15 |Foto dokumentasi kegiatan

Dokumentasi foto kegiatan infrastruktur dibuat pada kondisi 0%, 50%
dan 100% dari sudut pengambilan vang sama

Dokumentasi foto yang menggambarkan kegiatan sedang berlangsung

16 |Gambar purna laksana

|Gambar purna laksana dibuat sesuai dengan realisasi kegiatan

Menyetujui Tim Pemantau Masyarakat
Kepala Desa,
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